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	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
	
	
	

	
	
	
	

	DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,
	
	
	

	
	
	
	

	Menimbang  :
	I. UMUM
	
	

	a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengolahan data secara terintegrasi dan transparan, diperlukan digitalisasi laporan insidental yang masih disampaikan secara luring di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon;
	Otoritas Jasa Keuangan, dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasannya, mengatur kewajiban pelaporan yang wajib disampaikan oleh industri jasa keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai salah satu upaya pencapaian tujuan dalam mewujudkan kegiatan sektor jasa keuangan yang teratur, adil, transparan, dan akuntabel serta dapat mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
Sejalan dengan perkembangan teknologi, diperlukan metode pelaporan yang efisien, cepat, dan terdigitalisasi khususnya untuk laporan yang masih disampaikan secara luring atau dalam bentuk dokumen cetak. Perubahan penyampaian laporan secara daring dengan berbasis elektronik dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan fungsi pengawasan berbasis teknologi serta analisis data dan informasi terkait pengambilan kebijakan oleh Otoritas Jasa Keuangan bagi Pihak di sektor Pasar Modal, keuangan derivatif, dan Bursa Karbon.
Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan pengaturan mengenai digitalisasi penyampaian Laporan Insidental bagi Pihak di sektor Pasar Modal, keuangan derivatif, dan Bursa Karbon melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dengan pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
	
	

	b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyampaian informasi yang disajikan dalam laporan insidental seluruh pihak di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon, diperlukan penyederhanaan format laporan dengan penyampaian melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan;
	
	
	

	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaporan Insidental melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon;
	
	
	

	
	
	
	

	Mengingat  : 
	
	
	

	1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
	
	
	

	2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
	
	
	

	
	
	
	

	MEMUTUSKAN:
	
	
	

	
	
	
	

	Menetapkan	: 	
	
	
	

	PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PELAPORAN INSIDENTAL MELALUI SISTEM PELAPORAN OTORITAS JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL, KEUANGAN DERIVATIF, DAN BURSA KARBON.
	
	
	

	
	
	
	

	BAB I
	II. PASAL DEMI PASAL
	
	

	KETENTUAN UMUM
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 1
	Pasal 1
	
	

	Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
	Cukup jelas.
	
	

	1. Pasar Modal adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan kegiatan:
	
	
	

	a. penawaran umum dan transaksi efek;
	
	
	

	b. pengelolaan investasi;
	
	
	

	c. emiten dan perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya; dan
	
	
	

	d. lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. 
	
	
	

	2. Bursa Karbon adalah suatu sistem yang mengatur perdagangan karbon dan/atau catatan kepemilikan unit karbon. 
	
	
	

	3. Pihak adalah orang perseorangan, badan hukum, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
	
	
	

	4. [bookmark: _Hlk178252857][bookmark: _Hlk178252866]Laporan Insidental adalah laporan yang disusun untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan pada waktu tertentu. 
	
	
	

	5. Pihak Pelapor adalah Pihak yang menjalankan kegiatan di sektor Pasar Modal, keuangan derivatif, dan Bursa Karbon yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Insidental kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
	
	
	

	6. Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan adalah sistem informasi yang digunakan sebagai sarana penyampaian laporan secara daring oleh Pihak Pelapor kepada Otoritas Jasa Keuangan. 
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 2
	Pasal 2
	
	

	(1) Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 meliputi:
	Ayat (1)
	
	

	a. perusahaan efek;
	Huruf a
Cukup jelas.
	
	

	b. bursa efek;
	Huruf b
Cukup jelas.
	
	

	c. lembaga kliring dan penjaminan;
	Huruf c
Cukup jelas.
	
	

	d. lembaga penyimpanan dan penyelesaian;
	Huruf d
Cukup jelas.
	
	

	e. penyelenggara pasar;
	Huruf e
Yang dimaksud dengan “penyelenggara pasar” adalah penyelenggara pasar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyedia likuiditas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengembangan dan penguatan transaksi dan lembaga efek.
	
	

	f. penyelenggara pasar alternatif;
	Huruf f
Cukup jelas.
	
	

	g. penyelenggara penilaian;
	Huruf g
Yang dimaksud dengan “penyelenggara penilaian” adalah penyelenggara penilaian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian reksa dana dan penilaian manajer investasi.
	
	

	h. lembaga penilaian harga efek;
	Huruf h
Cukup jelas.
	
	

	i. penyelenggara dana perlindungan pemodal;
	Huruf i
Cukup jelas.
	
	

	j. lembaga pendanaan efek;
	Huruf j
Cukup jelas.
	
	

	k. penyelenggara layanan urun dana;
	Huruf k
Cukup jelas.
	
	

	l. penyelenggara layanan administrasi prinsip mengenali nasabah;
	Huruf l
Cukup jelas.
	
	

	m. wali amanat; 
	Huruf m
Cukup jelas.
	
	

	n. akuntan publik;
	Huruf n
Cukup jelas.
	
	

	o. direksi dan/atau dewan komisaris pada Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf m; dan
	Huruf o
Cukup jelas.
	
	

	p. Pihak yang diwajibkan menjadi Pihak Pelapor sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
	Huruf p
Cukup jelas.
	
	

	(2) Laporan Insidental sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 4 ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
	Ayat (2)
Cukup jelas.
	
	

	
	
	
	

	BAB II
	
	
	

	KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN
	
	
	

	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk161211859]Pasal 3
	Pasal 3
	
	

	(1) Pihak Pelapor wajib menyampaikan Laporan Insidental kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, dan tepat waktu.
	Ayat (1)
Cukup jelas.
	
	

	(2) Dalam hal terdapat kesalahan isian berupa data dan/atau informasi yang disampaikan dalam Laporan Insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak Pelapor wajib menyampaikan koreksi Laporan Insidental kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	Ayat (2)
Koreksi dapat berasal dari temuan Pihak Pelapor dan/atau temuan Otoritas Jasa Keuangan.
	
	

	
	
	
	

	Pasal 4
	Pasal 4
	
	

	(1) Pihak Pelapor wajib menyampaikan Laporan Insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan batas waktu penyampaian Laporan Insidental sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Cukup jelas.
	
	

	(2) [bookmark: _Hlk190111278]Pihak Pelapor wajib menyampaikan koreksi Laporan Insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal permintaan koreksi Laporan Insidental dari Otoritas Jasa Keuangan.
	
	
	

	(3) Format Laporan Insidental sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 5
	Pasal 5
	
	

	[bookmark: _Hlk178586804][bookmark: _Hlk190112601]Pihak Pelapor dinyatakan telah menyampaikan Laporan Insidental dan/atau koreksi Laporan Insidental pada tanggal Laporan Insidental dan/atau koreksi Laporan Insidental diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan.
	Pihak Pelapor dinyatakan telah menyampaikan Laporan Insidental dalam hal telah lolos dari validasi peladen (server) yang dibuktikan dengan bukti penerimaan dari Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
	
	

	
	
	
	

	Pasal 6
	Pasal 6
	
	

	(1) Laporan Insidental yang disampaikan Pihak Pelapor melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan wajib memuat informasi yang sama dalam Laporan Insidental yang disimpan oleh Pihak Pelapor.
	Cukup jelas.
	
	

	(2) Dalam hal terdapat perbedaan informasi dalam Laporan Insidental yang tersimpan dalam pangkalan data Otoritas Jasa Keuangan dengan informasi yang disimpan oleh Pihak Pelapor, informasi yang digunakan sebagai acuan yaitu Laporan Insidental yang tersimpan dalam pangkalan data Otoritas Jasa Keuangan.
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 7
	Pasal 7
	
	

	(1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), dan/atau Pasal 6 ayat (1), dikenai sanksi administratif.
	Cukup jelas.
	
	

	(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
	
	
	

	(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
	
	
	

	(4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
	
	
	

	a. peringatan tertulis; 
	
	
	

	b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; 
	
	
	

	c. pembatasan kegiatan usaha;
	
	
	

	d. pembekuan kegiatan usaha;
	
	
	

	e. pencabutan izin usaha;
	
	
	

	f. pembatalan persetujuan; dan/atau
	
	
	

	g. pembatalan pendaftaran.
	
	
	

	(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a. 
	
	
	

	(6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g. 
	
	
	

	(7) [bookmark: _Hlk178589022]Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
	
	
	

	
	
	
	

	BAB III
	
	
	

	TATA CARA PELAPORAN
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 8
	Pasal 8
	
	

	(1) Pihak Pelapor wajib menyampaikan Laporan Insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) secara daring kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. 
	Ayat (1)
Cukup jelas.
	
	

	(2) Pihak Pelapor wajib menyampaikan koreksi Laporan Insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) secara daring kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
	Ayat (2)
Cukup jelas.
	
	

	(3) Pihak Pelapor hanya dapat menyampaikan Laporan Insidental dan/atau koreksi Laporan Insidental secara daring kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan setelah memperoleh hak akses pengguna dari Otoritas Jasa Keuangan.
	Ayat (3)
Cukup jelas.
	
	

	(4) Pihak Pelapor harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak akses pengguna Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat pada tanggal Pihak Pelapor memperoleh izin usaha, surat pencatatan, surat tanda terdaftar, atau surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
	Ayat (4)
Cukup jelas.
	
	

	(5) Dalam hal:
	Ayat (5)
Cukup jelas.
	
	

	a. Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum dapat digunakan untuk penyampaian Laporan Insidental dan/atau koreksi Laporan Insidental secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan/atau
	
	
	

	b. hak akses pengguna untuk penyampaian Laporan Insidental dan/atau koreksi Laporan Insidental secara daring melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) belum diperoleh,
	
	
	

	Pihak Pelapor wajib menyampaikan Laporan Insidental dan/atau koreksi Laporan Insidental dimaksud secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	
	
	

	(6) [bookmark: _Hlk178597860][bookmark: _Hlk178597825]Laporan Insidental dan/atau koreksi Laporan Insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib disampaikan kepada departemen pengawasan pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon terkait di Otoritas Jasa Keuangan.
	Ayat (6)
Yang dimaksud dengan “departemen pengawasan pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon terkait di Otoritas Jasa Keuangan” adalah satuan kerja di bidang pasar modal keuangan derivatif, dan bursa karbon yang melaksanakan fungsi pengawasan atas Pihak Pelapor.
	
	

	(7) [bookmark: _Hlk190113043]Dalam hal terdapat koreksi Laporan Insidental atas dasar temuan Pihak Pelapor, maka Pihak Pelapor wajib menyampaikan surat pemberitahuan mengenai koreksi laporan secara tertulis:
	Ayat (7)
Lihat penjelasan ayat (6).
	
	

	a. melalui alamat surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
	
	
	

	b. secara luring,
	
	
	

	kepada departemen pengawasan pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon terkait di Otoritas Jasa Keuangan sebelum penyampaian koreksi atas kesalahan informasi dalam Laporan Insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 9
	Pasal 9
	
	

	(1) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan teknis dan/atau adanya pengembangan sistem pada batas waktu penyampaian Laporan Insidental sehingga Pihak Pelapor tidak dapat menyampaikan Laporan Insidental, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan secara tertulis dan disampaikan:
	Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “gangguan teknis” adalah gangguan yang disebabkan permasalahan teknis yang mengakibatkan Pihak Pelapor tidak dapat menyampaikan laporan secara daring, antara lain kerusakan dan/atau gangguan pada pangkalan data (database) atau jaringan komunikasi di Otoritas Jasa Keuangan.
	
	

	a. secara langsung kepada Pihak Pelapor;
	
	
	

	b. melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan;
	
	
	

	c. melalui alamat surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
	
	
	

	d. melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan.
	
	
	

	(2) Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada Pihak Pelapor bahwa gangguan teknis dan/atau adanya pengembangan sistem di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) teratasi atau terselesaikan melalui:
	Ayat (2)
Cukup jelas.
	
	

	a. Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
	
	
	

	b. alamat surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
	
	
	

	(3) Pihak Pelapor wajib menyampaikan Laporan Insidental paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan bahwa gangguan teknis dan/atau adanya pengembangan sistem di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) teratasi atau terselesaikan.
	Ayat (3)
Contoh penyampaian laporan insidental setelah adanya pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa gangguan teknis telah teratasi:
Penyelenggara pasar alternatif mengalami perubahan struktur organisasi pada tanggal 15 Juni 2026 dan wajib menyampaikan laporan perubahan struktur organisasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada hari perdagangan berikutnya yaitu tanggal 16 Juni 2026. Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan teknis pada tanggal 16 Juni 2026 yang merupakan batas waktu penyampaian laporan insidental mengenai perubahan struktur organisasi dan/atau sistem. Selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan bahwa sistem telah beroperasi secara normal pada tanggal 22 Juni 2026. Bursa efek menyampaikan laporan insidental tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja berikutnya, yaitu pada tanggal 24 Juni 2026.
	
	

	(4) [bookmark: _Hlk168252205]Dalam hal Pihak Pelapor mengalami keadaan kahar sehingga tidak dapat menyampaikan Laporan Insidental sampai dengan batas waktu penyampaian, Pihak Pelapor wajib menyampaikan surat pemberitahuan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh penundaan batas waktu penyampaian Laporan Insidental paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar dimaksud.
	Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “keadaan kahar” terdiri dari bencana alam, bencana nonalam, dan/atau bencana sosial yang mengganggu kegiatan operasional Pihak Pelapor, yang dibenarkan oleh pejabat instansi yang berwenang dari daerah setempat.
	
	

	(5) Pihak Pelapor wajib menyampaikan surat pemberitahuan mengenai keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada departemen pengawasan pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon terkait di Otoritas Jasa Keuangan:
	Ayat (5)
Lihat penjelasan Pasal 8 ayat (6).
	
	

	a. melalui alamat surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
	
	
	

	b. secara luring.
	
	
	

	(6) Setelah menerima surat pemberitahuan adanya keadaan kahar dari Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pelapor mengenai batas waktu penundaan kewajiban penyampaian Laporan Insidental.
	Ayat (6)
Cukup jelas.
	
	

	(7) Setelah menerima surat penundaan kewajiban penyampaian laporan dari Otoritas Jasa Keuangan, Pihak Pelapor wajib menyampaikan Laporan Insidental kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai batas waktu penundaan kewajiban penyampaian Laporan Insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
	Ayat (7)
Cukup jelas.
	
	

	
	
	
	

	Pasal 10
	Pasal 10
	
	

	(1) Dalam hal terjadi kerusakan pada Laporan Insidental karena gangguan teknis atau gangguan lain pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Pihak Pelapor untuk menyampaikan kembali Laporan Insidental sesuai batas waktu yang ditentukan Otoritas Jasa Keuangan.
	Ayat (1)
Permintaan Otoritas Jasa Keuangan atas Laporan Insidental dilakukan melalui surat elektronik.
	
	

	(2) Pihak Pelapor menyampaikan kembali Laporan Insidental sesuai batas waktu yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
	Ayat (2)
Cukup jelas.
	
	

	
	
	
	

	Pasal 11
	Pasal 11
	
	

	(1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 9 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan/atau ayat (7), dikenai sanksi administratif.
	Cukup jelas.
	
	

	(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
	
	
	

	(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
	
	
	

	(4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
	
	
	

	a. peringatan tertulis; 
	
	
	

	b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
	
	
	

	c. pembatasan kegiatan usaha;
	
	
	

	d. pembekuan kegiatan usaha;
	
	
	

	e. pencabutan izin usaha;
	
	
	

	f. pembatalan persetujuan; dan/atau
	
	
	

	g. pembatalan pendaftaran.  
	
	
	

	(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a. 
	
	
	

	(6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g. 
	
	
	

	(7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
	
	
	

	
	
	
	

	BAB IV
	
	
	

	PENGAWASAN
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 12
	Pasal 12
	
	

	(1) [bookmark: _Hlk178601911]Pihak Pelapor wajib memberikan informasi dan/atau data berupa dokumen yang diminta kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pelaksanaan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
	Cukup jelas.
	
	

	(2) Pihak Pelapor wajib menatausahakan Laporan Insidental untuk kepentingan pengawasan.
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 13
	Pasal 13
	
	

	(1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dikenai sanksi administratif.
	Cukup jelas.
	
	

	(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
	
	
	

	(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
	
	
	

	(4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
	
	
	

	a. peringatan tertulis;  
	
	
	

	b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; 
	
	
	

	c. pembatasan kegiatan usaha;
	
	
	

	d. pembekuan kegiatan usaha;
	
	
	

	e. pencabutan izin usaha;
	
	
	

	f. pembatalan persetujuan; dan/atau
	
	
	

	g. pembatalan pendaftaran.
	
	
	

	(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a. 
	
	
	

	(6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g. 
	
	
	

	(7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
	
	
	

	
	
	
	

	BAB  V
	
	
	

	 KETENTUAN LAIN-LAIN
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 14
	Pasal 14
	
	

	Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap Pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
	Tindakan tertentu antara lain memerintahkan Pihak Pelapor untuk:
a. melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. menghentikan sementara pembukaan jaringan kantor; dan
c. menunda untuk melakukan kegiatan usaha tertentu.
	
	

	
	
	
	

	Pasal 15
	Pasal 15
	
	

	Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada masyarakat.
	Cukup jelas.
	
	

	
	
	
	

	BAB VI
	
	
	

	KETENTUAN PENUTUP
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 16
	Pasal 16
	
	

	[bookmark: _Hlk190114872]Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Laporan Insidental yang berlaku bagi Pihak Pelapor sebagaimana diatur dalam:
	Cukup jelas.
	
	

	a. Peraturan Nomor III.A.11 yang merupakan lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-28/PM/2004 tentang Pelelangan Saham Bursa Efek;
	
	
	

	b. Peraturan Nomor IV.D.1 yang merupakan lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-19/PM/2004 tentang Pedoman Iklan Reksa Dana;
	
	
	

	c. Peraturan Nomor III.C.6 yang merupakan lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-29/PM/1998 tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
	
	
	

	d. Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-183/BL/2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek;
	
	
	

	e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi;
	
	
	

	f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek;
	
	
	

	g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2016 tentang Laporan Bursa Efek;
	
	
	

	h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2016 tentang Laporan Lembaga Kliring dan Penjaminan;
	
	
	

	i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.04/2016 tentang Laporan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
	
	
	

	j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal;
	
	
	

	k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek;
	
	
	

	l. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi;
	
	
	

	m. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2019 tentang Penyelenggara Pasar Alternatif;
	
	
	

	n. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2021 tentang Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek;
	
	
	

	o. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.04/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2018 tentang Lembaga Pendanaan Efek;
	
	
	

	p. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan;
	
	
	

	q. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan;
	
	
	

	r. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Administrasi Prinsip Mengenali Nasabah;
	
	
	

	s. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka;
	
	
	

	t. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pembiayan Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah dan Transaksi Short Selling oleh Perusahaan Efek;
	
	
	

	u. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan; 
	
	
	

	v. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor POJK 32 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Transaksi dan Lembaga Efek; 
	
	
	

	w. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik;
	
	
	

	x. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Dematerialisasi Efek Bersifat Ekuitas dan Pengelolaan Aset yang Tidak Diklaim di Pasar Modal;
	
	
	

	y. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi;
	
	
	

	z. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan Penilaian Tingkat Kesehatan Manajer Investasi;
	
	
	

	aa. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penyedia Likuiditas;
	
	
	

	ab. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengendalian Internal dan Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek; dan
	
	
	

	ac. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi,
	
	
	

	dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 17
	Pasal 17
	
	

	Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan pada:
	Cukup jelas.
	
	

	a. Pasal 20 ayat (2) mengenai kewajiban pengumuman laporan keuangan berkala melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional atau situs web yang disediakan Otoritas Jasa Keuangan oleh emiten atau perusahaan publik yang efeknya tidak tercatat pada bursa efek, pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 16/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9/OJK);
	
	
	

	b. Pasal 21 mengenai informasi yang wajib diumumkan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional atau situs web yang disediakan Otoritas Jasa Keuangan oleh emiten atau perusahaan publik yang efeknya tidak tercatat pada bursa efek, pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 16/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9/OJK);
	
	
	

	c. Pasal 22 mengenai kewajiban penyampaian bukti pengumuman laporan keuangan berkala melalui surat kabar kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh emiten atau perusahaan publik yang efeknya tidak tercatat pada bursa efek, pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 16/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9/OJK);
	
	
	

	d. Pasal 23 mengenai pemberlakuan ketentuan pengumuman melalui situs web yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas pengumuman Laporan Keuangan Berkala, pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 16/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9/OJK);
	
	
	

	e. Pasal 9 huruf b mengenai kewajiban emiten atau perusahaan publik melakukan keterbukaan informasi atas permohonan pengunduran diri anggota direksi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setelah hasil penyelenggaraan rapat umum pemegang saham, pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 375, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5645);
	
	
	

	f. Pasal 52 ayat (2) huruf c mengenai kewajiban perusahaan terbuka yang sahamnya tidak tercatat pada bursa efek untuk melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah rapat umum pemegang saham melalui situs web yang disediakan Otoritas Jasa Keuangan, pada pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6490);
	
	
	

	g. Pasal 53 ayat (2) huruf b mengenai kewajiban perusahaan terbuka yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek yang menggunakan sistem yang disediakan oleh perusahaan terbuka dimaksud untuk melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah rapat umum pemegang saham melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web yang disediakan Otoritas Jasa Keuangan, pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6490); 
	
	
	

	h. Pasal 53 ayat (3) mengenai kewajiban untuk melakukan penyampaian bukti pengumuman rapat umum pemegang saham, Pemanggilan Ulang atau Ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, Bukti Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham kepada Otoritas Jasa Keuangan bagi perusahaan terbuka yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek yang melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah rapat umum pemegang saham melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6490); 
	
	
	

	i. Pasal 55 mengenai pemberlakuan ketentuan pengumuman melalui situs web yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah rapat umum pemegang saham bagi perusahaan terbuka yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek yang menggunakan sistem yang disediakan oleh perusahaan terbuka dimaksud, pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6490); 
	
	
	

	j. Pasal 4 ayat (1) huruf b mengenai kewajiban pengumuman informasi atau fakta material bagi emiten atau perusahaan publik yang sahamnya tercatat pada bursa efek pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5780);
	
	
	

	k. Pasal 4 ayat (2) huruf b mengenai kewajiban pengumuman informasi atau fakta material bagi emiten atau perusahaan publik yang sahamnya tidak tercatat pada bursa efek pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5780);
	
	
	

	l. Pasal 27 ayat (2) huruf b mengenai kewajiban pengumuman transaksi material dan perubahan kegiatan usaha kepada masyarakat melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web yang disediakan Otoritas Jasa Keuangan bagi perusahaan terbuka yang sahamnya tidak tercatat pada bursa efek, pada POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6492);
	
	
	

	m. Pasal 27 ayat (3) mengenai kewajiban penyampaian bukti pengumuman kepada Otoritas Jasa Keuangan atas pengumuman transaksi material dan perubahan kegiatan usaha kepada masyarakat yang dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional bagi perusahaan terbuka yang sahamnya tidak tercatat pada bursa efek, pada POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6492);
	
	
	

	n. Pasal 28 mengenai pemberlakuan ketentuan pengumuman melalui situs web yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas pengumuman transaksi material dan perubahan kegiatan usaha, pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6492);
	
	
	

	o. Pasal 19 ayat (2) huruf b mengenai kewajiban pengumuman transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan bagi perusahaan terbuka yang sahamnya tidak tercatat pada bursa efek melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web yang disediakan Otoritas Jasa Keuangan, pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6532);
	
	
	

	p. Pasal 19 ayat (3) mengenai kewajiban penyampaian bukti pengumuman kepada Otoritas Jasa Keuangan atas pengumuman transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan bagi perusahaan terbuka yang sahamnya tidak tercatat pada bursa efek melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6532);
	
	
	

	q. Pasal 20 mengenai pemberlakuan ketentuan pengumuman melalui situs web yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas pengumuman transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6532);
	
	
	

	r. Pasal 10 ayat (2) angka 2 mengenai kewajiban pengumuman bagi emiten skala kecil dan emiten skala menengah yang efeknya tidak tercatat di bursa efek melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web yang disediakan Otoritas Jasa Keuangan, pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2020 tentang Kewajiban Keterbukaan Informasi dan Tata Kelola Perusahaan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Memenuhi Kriteria Emiten dengan Aset Skala Kecil dan Emiten dengan Aset Skala Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6533);
	
	
	

	s. Pasal 11 mengenai pemberlakuan ketentuan pengumuman melalui situs web yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan, pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2020 tentang Kewajiban Keterbukaan Informasi dan Tata Kelola Perusahaan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Memenuhi Kriteria Emiten dengan Aset Skala Kecil dan Emiten dengan Aset Skala Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6533);
	
	
	

	t. Pasal 18 ayat (2) huruf b mengenai kewajiban pengumuman terkait peringkat efek bersifat utang dan/atau sukuk bagi emiten yang sahamnya tidak tercatat pada bursa efek dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web yang disediakan Otoritas Jasa Keuangan, pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 273, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);
	
	
	

	u. Pasal 18 ayat (3) mengenai kewajiban penyampaian bukti pengumuman terkait peringkat efek bersifat utang dan/atau sukuk bagi emiten yang sahamnya tidak tercatat pada bursa efek dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 273, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);
	
	
	

	v. Pasal 19 mengenai pemberlakuan ketentuan pengumuman melalui situs web yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas pengumuman terkait peringkat efek bersifat utang dan/atau sukuk, pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 273, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);
	
	
	

	w. Pasal 15 ayat (3) huruf a mengenai kewajiban penyampaian bukti pengumuman yang dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web bursa efek, kepada Otoritas Jasa Keuangan, pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6343);
	
	
	

	x. Pasal 15B ayat (3) huruf a mengenai kewajiban penyampaian bukti pengumuman yang dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web bursa efek, kepada Otoritas Jasa Keuangan, pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6343);
	
	
	

	y. Pasal 43 ayat (3) mengenai kewajiban penyampaian bukti pengumuman yang dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web bursa efek, kepada Otoritas Jasa Keuangan, pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6343);
	
	
	

	z. Pasal 44 ayat (3) mengenai kewajiban penyampaian laporan penghimpunan dana kelolaan reksa dana oleh manajer investasi kepada Otoritas Jasa Keuangan, pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5886);
	
	
	

	aa. Pasal 44 ayat (4) mengenai kewajiban penyampaian laporan penghimpunan dana kelolaan reksa dana kepada Otoritas Jasa Keuangan bagi reksa dana terproteksi, reksa dana dengan penjaminan, dan reksa dana indeks yang melakukan penawaran umum yang bersifat terbatas, pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5886).
	
	
	

	ab. Pasal 29 ayat (1) huruf a mengenai kewajiban manajer investasi menyampaikan laporan rencana kerja tahunan fungsi kepatuhan, Pasal 29 ayat (1) huruf b mengenai kewajiban manajer investasi menyampaikan laporan tengah tahunan atas pelaksanaan fungsi kepatuhan, dan Pasal 29 ayat (1) huruf c mengenai kewajiban manajer investasi menyampaikan laporan tahunan atas pelaksanaan fungsi kepatuhan, pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 359, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5633); 
	
	
	

	ac. Pasal 44 ayat (2) mengenai kewajiban pelaporan anggota direksi dan anggota dewan komisaris mengenai keikutsertaan dalam pendidikan berkelanjutan, pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5868);
	
	
	

	ad. Pasal 40 ayat (2) huruf b mengenai kewajiban pengumuman pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional atau situs web yang disediakan Otoritas Jasa Keuangan bagi perusahaan terbuka yang sahamnya tidak tercatat pada bursa efek kepada Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 40 ayat (3) mengenai penyampaian bukti pengumuman yang dilakukan melalui surat kabar harian kepada Otoritas Jasa Keuangan, pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 47/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69/OJK);
	
	
	

	ae. Pasal 41 mengenai pemberlakuan ketentuan pengumuman melalui situs web yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan, pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 47/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69/OJK);
	
	
	

	af. Pasal 39 huruf e mengenai kewajiban pelaporan agen penjual efek reksa dana setiap terdapat perubahan berkaitan dengan penambahan atau penghentian kerja sama penjualan dengan manajer investasi, pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 396, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5653);
	
	
	

	ag. Pasal 96 ayat (8) mengenai kewajiban penyampaian laporan perubahan data pemegang saham penerbit kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkannya dalam situs web penyelenggara, pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25/OJK, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155/OJK); dan
	
	
	

	ah. Angka 6 mengenai kewajiban penyampaian bukti kinerja yang dimuat dalam sumber dan angka 14 mengenai kewajiban penyampaian iklan suatu reksa dana, pada Peraturan Nomor IV.D.1 tentang Pedoman Iklan Reksa Dana yang merupakan lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-19/PM/2004 tanggal 29 April 2004.
	
	
	

	dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
	
	
	



